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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 12 TAHUN  2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat
risiko hilang atau turunnya penghasilan
pekerja akibat risiko sosial, risiko
kecelakaan kerja, kematian, dan risiko hari
tua, serta mendorong kepada pemberi
kerja dan pekerja untuk mengikuti
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan untuk memberikan
perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja
dan pekerja;



2

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu adanya peran
serta Pemerintah Daerah Kota dalam
penyelenggaraan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kota Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota
Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kesembilan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013
tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5473);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 231,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5474);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5714);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Pensiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Hari Tua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716);

11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
tentang Penahapan Kepesertaan Program
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 253,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);

12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993
tentang Penyakit yang Timbul Karena
Hubungan Kerja;

13. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 240/PMK.06/2016 Tahun 2006
tentang Pengurusan Piutang Negara;


